- Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMAN TAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR Y TAHUN 2017

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMAN DAU,

spesialis;

bahwa terdapat kekosongan tenaga dokter spesialis
sebagai pelaksana pelayanan medik Spesialislik di Rumah
Sakit Umum Daerah khususnya tenaga dokter Spesialis
berstatus Pegawai N egeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil;

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Proving;
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang—Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3938);

Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

WAy



Menetapkan

10.

11.

12,

13.

14,

15.

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang—Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56 79);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
159b/Menkes /Per/1V/1988 tentang Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

Kesehatan Milik Pemerintah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052/ Menkes/ Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran ;
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14. Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi, yang selanjutnya disingkat STR
Dokter/Dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil
Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.

15. Surat Jjin Praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang

16. Surat Tugas adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan provin§i
17. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu
18. Perjanjian kerja adalah suaty perjanjian kerja antara tenaga kesehatan

19. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
20. Kas Daerah adalah kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Lamanday

seluruh pengeluaran daerah.
21. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelenggarakan
pelayanan medik Spesialistik  di RSUD Lamanday sebagai upaya
mendukung program JKN dimana pelayanan yang diberikan harus
didukung dengan SDM tenaga dokter spesialis. Baik Tenaga dokter spesialis

BAB III
PENGADAAN DOKTER SPESIALIS
Pasal 3

(1) Pengadaan Dokter Spesialis di RSUD Lamanday yaitu terdiri dari -
a. Spesialis Kunjungan; dan
b. Spesialis Residen.

(2) Pengadaan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan
dengan perjanjian kerjasama.

BAB IV
JENIS DAN POLA PERJANJIAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Jenis Perjanjian Kerjasama
Pasal 4

Jenis perjanjian kerjasama dibedakan berdasarkan pada :

rryTh



a. Jumlah tenaga dokter spesialis yang dikontrak;
b. Jenis pekerjaan.

Pasal §

(1) Jenis perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a, terdiri
dari :
a. Perjanjian kerja perorangan
Perjanjian kerja perorangan, merupakan perjanjian kerja yang
dilakukan pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dengan
Seorang tenaga dokter spesialis.
b. Perjanjian kerja bersama
Perjanjian kerjasama, merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan
pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dengan seorang
tenaga dokter spesialis khususnya dokter spesialis residen dan institusi
pendidikannya yang mana dokter tersebut masih dalam penyelesaian
pendidikan sehingga masih adanya tanggungjawab dari institusi
pendidikannya.
(2) Jenis perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b, terdiri
dari :
, a. Paket pelayanan
@/ Adalah perjanjian kerja yang bertujuan untuk menyelesaikan sejumlah
beban kerja tertentu yang dalam hal ini adalah pelaksanaan pelayanan
medik spesialislik di semua unit pelayanan di RSUD Lamandau.
b. Diluar paket pelayanan
Adalah perjanjian Kerja yang bertujuan untuk menyelesaikan sejumlah
beban kerja tertentu diluar pelayanan medik spesialistik yang
dilaksanakan di RSUD Lamandau.

Bagian Kedua
Pola Perjanjian Kerjasama
Pasal 6

Pola perjanjian kerjasama yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan
dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen adalah sebagai
berikut :
a. Judul (Heading) atau Nama Perjanjian
Judul perjanjian sebaiknya singkat dan jelas.
b. Pembukaan (Opening)
Pembukaan ini merupakan awal dari suatu akta.
C. Komparasi/Para Pihak (Parties)
Komparasi merupakan bagian suatu akta yang menyebutkan nama-nama
para pihak yang membuat perjanjian, lengkap dengan penyebutan
pekerjaan dan identitas serta tempat tinggal yang bersangkutan.
d. Premise/ (Reticals)
Premise atau reticals biasa dipergunakan sebagai pendahuluan
(Introduction) suatu akta atau pengantar yang menunjukkan maksud
utama dan para pihak,dan menyertakan alasan mengapa suatu akta itu

Premise disebut juga suatu pernyataan yang merupakan konsiderans/

pertimbangan, latar belakang mengapa sampai lahir suatu perikatan.

Penulisan dalam akta biasanya secara baku dimulaj dengan kata “bahwa”.
e. Isi Perjanjian

Isi perjanjian mencakup ketentuan dan persyaratan. Pada bagian ini para

pihak mencantumkan segala hal atau pokok-pokok yang dianggap perlu,

yang merupakan kehendak para pihak sebagai suatu pernyataan tertulis




yang sah. Sebagai pokok perjanjian maka diharapkan dapat mencakup dan
mengandung semua isi perjanjian sekaligus merupakan isi akta yang
memuat secara mendetail mengenai obyek perjanjian, hak dan
kewajiban,serta uraian secara lengkap mengenai prestasi.
Mengenai isi perjanjian dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu :
1. Unsur Esensialiq
Unsur Esensialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal
pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus
dicantumkan dalam suatu perjanjian, sehingga perjanjian tanpa hal
pokok tersebut tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuat
perjanjian tersebut.Syarat ini memang ditentukan dan harus ada oleh
Undang-undang karena bila tidak, maka perjanjian ini menjadi tidak
sah dan tidak mengikat. Dalam perjanjian kerja hal yang merupakan
esensialia adalah pekerjaan dan gaji yang diberikan.
2. Unsur Naturalia
Unsur Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang
biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman
Syarat yang dimaksud itu pun suatu perjanjian tetap sah dan tidak
mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat.
3. Unsur Aksidentalia
Unsur Aksidentalia adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi
dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertenty dengan
maksud khusus sebagai suatu kepastian.
Hal ini dimungkinkan oleh undang-undang atas dasar “asas kebebasan
berkontrak” (freedom of contract), asalkan hal tersebut tidak bertentangan
dengan keputusan, kebiasaan dan undang-undang.
Klausula (Clause)
Ada hal penting lain yang harus mendapat tempat dalam perjanjian ini.
Hal- hal penting yang dimaksudkan itu adalah mengenai berbagai klausula
yang acapkali juga muncul dan dimasukkan dalam merumuskan isi
perjanjian, sekaligus merupakan bagian yang patut memperoleh perhatian
misal klausula force majeure yang dimaksudkan sebagai langkah awal
untuk melakukan antisipasi yang ditempuh oleh para pihak yang membuat
perjanjian terhadap kejadian yang mungkin timbul dikemudian hari dan
berakibat langsung terhadap pelaksanaan perjanjian.
Penutup/ Testimonium Clause (Closure)
Setiap perjanjian tertulis, selalu ditutup dengan kata atau kalimat yang
menyatakan bahwa perjanjian itu dibuat dalam jumlah atau rangkap yang
diperlukaan dan bermaterai cukup, maksudnya telah memenuhi ketentuan
yang berlaku misalnya Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani
oleh para pihak atau yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama
serta saksi-saksi.
. Tanda Tangan (Attestation)
Tanda tangan para pihak atau yang mewakili, dan tanda tangan saksi-
saksi. Apabila yang menjadi pihak dalam perjanjian adalah bukan
perseorangan melainkan badan hukum, maka dibawah tanda tangan juga
disebutkan nama dan jabatannya, dilengkapi dengan cap RSUD Lamandau
disebelah tanda tangan.
Lampiran

perjanjian induk.
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian

pokok atau induk, yang mungkin bila dibuat dalam perjanjian pokok




BAB V
SYARAT DAN MATERI MUATAN PERJANJIAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Syarat Perjanjian Kerjasama
Pasal 7

Persyaratan perjanjian kerjasama sebagai berikut :
- Kesepakatan kedua belah pihak;
Kemampuan atay kecakapan melakukan perbuatan hukum;

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a0 op

Bagian Kedua
Materi Muatan Perjanjian Kerjasama
Pasal 8

Materi muatan perjanjian kerjasama terdiri dari :
a. Nama dan alamat RSUD Lamanday ;
b.  Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat dokter spesialis;
C. Jabatan atau jenis pekerjaan;
d. Tempat pekerjaan;
€. Besaran gaji dan cara pembayarannya;
f.  Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban RSUD Lamandau
dengan dokter spesialis.
Mulai dan Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
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kedua belah pihak; dan
J. Penyelesaian perselisian.

Spesialis yang sesuaji kebutuhan dan kualifikasinya Jjuga sebagai dasar dalam
penetapan butir-butir perjanjian kerja.

Pasal 10

Langkah-langkah pengadaan dokter Spesialis sebagaimana dimaksud Pasal 9
adalah sebagai berikut :

- Melakukan pendataan tenaga yang dimiliki;

Melakukan analisis kebutuhan tenaga;

Menetapkan jenis pekerjaan (spesifikasi);

Menetapkan kebutuhan tenaga berdasarkan Jjenis dan kualifikasi yang

disusun berdasarkan skala prioritas;

Melaksanakan penyebar luasan informasi;
7
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(2)

(3)

(4)

Melakukan penjaringan peminatan sesuai dengan ketentuan persyaratan
yang diberlakukan antara lain seleksi administrasi, seleksi tertulis,
wawancara dan psikotest;

Membuat pengumuman hasil seleksi;

Membuat surat perjanjian kerja.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

RSUD selaku pihak penerima jasa pelayanan medik spesialistik

mempunyai hak sebagai berikut :

a. RSUD Lamandau berhak memperoleh jasa pelayanan medik spesialistik
dari Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen sesuai
prosedur;

b. Memberikan sanksi kepada Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter
Spesialis Residen bila dalam pelaksanaan pelayanan medik spesialistik
dianggap bertentangan dengan kode etik kedokteran maupun
perundangan yang berlaku; dan

c. Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja apabila Dokter
Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen tidak memenuhi
kewajibannya.

Kewajiban RSUD selaku penerima jasa pelayanan medik spesialistik

adalah sebagai berikut :

a. Membayarkan penghasilan/gaji sesuai yang yang diperjanjikan;

b. Menyediaan fasilitas penunjang sesuai yang diperjanjikan;

C. Mentaati perjanjian kerja yang telah disepakati dan semua peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan

d. Memenuhi dan menghormati hak-hak Dokter Spesialis Kunjungan dan
Dokter Spesialis Residen.

Pasal 12

Hak Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen selaku

pemberi jasa pelayanan medik spesialistik adalah sebagai berikut :

a. Memperoleh penghasilan /Gaji;

b. Memperoleh pengakuan pengalaman kerja sesuai dengan masa kerja;

c. Memperoleh fasilitas penunjang lain seperti mobil dinas operasional dan
rumah dinas;

d. Memperoleh cuti yang ditetapkan oleh pimpinan:

€. Menjalankan praktik diluar jam kerja sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

f. Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja apabila RSUD
Lamandau tidak memenuhi kewajibannya.

Kewajiban Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen

selaku pemberi jasa pelayanan medik spesialistik adalah sebagai berikut :

a. Wajib memiliki Surat Registrasi/Surat Jjin Praktek/Surat Ijin Kerja
yang masih berlaku sesuai kompetensi profesi.

b. Mentaati perjanjian kerja yang telah disepakati dan semua perundang-
undangan yang berlaku ;

C. Melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
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BAB VIII
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu
Pemutusan Hubungan Kerjasama
Pasal 13

(1) Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh RSUD Lamandau
apabila Dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen
melakukan hal-hal sebagai berikut :

Tidak sehat jasmani dan /atau rohani;

Melanggar disiplin berat;

Melakukan tindak pidana;

Meninggal dunia;

Selesai masa perjanjian kerja; dan

Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah

ditetapkan dalam perjanjian Kkerja.

(2) Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh Dokter spesialis
kunjungan dan dokter spesialis residen apabila pihak RSUD Lamandau
melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati
dalam perjanjian kerja;

b. Telah melakukan perbuatan yang tidak layak/baik terhadap Dokter
spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen tersebut; dan

C. Memberi tugas tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah
disepakati.

(3) Apabila salah satu pihak memutuskan hubungan kerja secara sepihak
sebelum batas waktu perjanjian kerja berakhir sebelum batas waktu yang
disepakati maka pihak yang memutuskan hubungan kerja sepihak
tersebut agar membayar ganti rugi sesuai kesepakatan.

Mo a0 op

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisian
Pasal 14

Apabila timbul perselisihan antara Dokter spesialis kunjungan dan dokter

spesialis residen dengan RSUD Lamandau akan diselesaikan melalui:

a. Musyawarah antara RSUD Lamandau dengan Dokter spesialis kunjungan
dan dokter spesialis residen yang bersangkutan;

b. Apabila musyawarah mufakat antara RSUD Lamandau dengan dokter
spesialis kunjungan dan spesialis residen tidak tercapai maka
penyelesaiannya diserahkan kepada Bupati; dan

C. Apabila Bupati tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut maka
penyelesaiannya diserahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun.

KRITERIA DAN BESARAN PEN GHASILAN/GAJI
Pasal 15

Kriteria dalam penetapan penghasilan/ gaji terdiri dari :

a. Penghasilan/ gaji harus berkelayakan dalam arti penghasilan yang
diterima mampu memenuhj kebutuhan hidup.

b. Penghasilan/gaji harus berkeadilan dalam arti penghasilan yang diterima

sesuai jasa yang telah diberikan.

/




Lampiran
Peraturan Bupati Lamandau

Nomor Tahun 2017

Tanggal

Tentang

Pedoman Pengadaan Spesialis

Kunjungan Dan Dokter Spesialis Residen
Dengan Perjanjian Kerja Untuk
Pelaksanaan Pelayanan Medik
Spesialistik Di Rumah Sakit Umum
Daerah Lamandau.

Besaran Penghasilan/gaji yang diberikan kepada dokter spesialis
kunjungan dan dokter spesialis residen adalah sebagai berukut :

Besaran
No. Nama Jabatan Penghasilan Satuan
(Rp)
1. Dokter Spesialis Kunjungan
. Orang per
a. | Dokter Spesialis Anak 35.000.000 bulan
. . Orang per
b. | Dokter Spesialis Bedah 40.000.000 bulan
c. Dokter Spesialis Kandungan/ 40.000.000 Orang per
Obsgyn bulan
d. Dokter Spesialis Penyakit 35.000.000 Orang per
Dalam bulan
e. | Dokter Spesialis Anastesi 35.000.000 Orgn § ber
ulan
f. | Dokter Spesialis Mata 17.000.000 Oré‘ng per
ulan
g. | Dokter Spesialis THT 17.000.000 | Orans per
bulan
h. | Dokter Spesialis Rehab Medik 15.000.000 | OTngper
i. | Dokter Spesialis Forensik 15.000.000 | OTans per
bulan
. -y . Orang per
J- | Dokter Spesialis Neorologi 15.000.000 bulan
k. | Dokter Spesialis Patologi Klinik | 15.000.000 | O7208 Per
1. | Dokter Spesialis Radiologi 15.000.000 | OTans per
bulan
2 Dokter Spesialis Residen :
a. | Dokter Spesialis Anak 25.000.000 Orsng per
ulan
b. | Dokter Spesialis Bedah 30.000.000 | Orans per
bulan
Dokter Spesialis Kandungan/ Orang per
c. Obsgyn 30.000.000 bulan
d. Dokter Spesialis Penyakit 95.000.000 Orang per
Dalam bulan
e. | Dokter Spesialis Anastesi 25.000.000 | Oransper

bulan
B
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f. | Dokter Spesialis Mata 15.000.000 Orsggger
g. | Dokter Spesialis THT 15.000.000 OTSSF&ECI
h. | Dokter Spesialis Rehab Medik 10.000.000 Org';‘;iger
i. | Dokter Spesialis Forensik 10.000.000 O‘E&iﬁer
j. | Dokter Spesialis Neorologi 10.000.000 | OTans per
k. | Dokter Spesialis Patologi Klinik | 10.000.000 Ofigaf:er
. | Dokter Spesialis Radiologi 10.000.000 Ofﬁgﬁ “

i pada tanggal

"‘: : | ?ﬂ MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal
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Pasal 16

(1) Besarnya penghasilan/gaji yang diberikan kepada Dokter Spesialis
Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen sebagaimana pada lampiran
peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2) Pemberian penghasilan/gaji sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X
FASILITAS
Pasal 17

menyediakan fasilitas fuangan, peralatan medis dan Tenaga Medis dalam
pelayanan medik spesialistik.

(2) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintahn Daerah
dapat juga menyediakan fasilitas penunjang lainnya berupa mobil dinas
atau rumah dinas.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 18

BAB XII
PENUTUP
Pasal 19

a Ditetapkan di Nanga Bulik
Q\/ 1 { pada tanggal 3| JU\‘\ Lo}
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIAT DAERAHNH

//;Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078

Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188 /9 \0 /VII/HUK/2017

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth,

Dari

Tentang

Dasar

Lampiran

Penjelasan

Kesimpulan

Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau

Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis
Residen dengan Perjanjian Kerja untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik
Spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-Undangan.

2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.

3. Surat  Pj.Sekretaris Daerah  Provinsi Kalteng Nomor
188.342/574/HUK tanggal 19 Juni 2017 perihal Hasil Fasilitasi 3
(tiga) buah Rancangan Peraturan Bupati Lamandau.

Konsep/Peraturan Bupati Lamandau.

1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.

2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80
Tahun 2015.

Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat
ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

. Bp. Sclda
ek dnkeorss dph
o4t B bupok

Nanga Bulik, 5 Juli 2017

dﬁmdaﬁugw{ KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

KABUPATEN LAMANDAU,

1 2.
an

" NIP. 19760131 200312 1 006

—

—OWMM 2

o Pbm el pfrurpr g



.
1 L
S | §F 08 - = v '
QUOINGY L wn v D NDECED fodwg8 oper P
. L e N R . o~ R S
Freme eteosy Rl gshasra, Fastae e, o
NGt T 204 Lo
. 1
S I T S
M ~ 23 ." 0 ard”
Conl GRE  agsslsfinaerd
. N Lo Px “ N ey ef
U T SO [ AT gl s
oo N (e t’ﬂ;;"z [T T )
rogh s ST Dlnad s, ed e CeRnE LR
B = fo e o s gl oo Dpprsbanna® nesl ate S
L P TN RARF BTA 5592 B 1 54 N St VLA ST RS LR PHE A
oo b g e ean U aslse ot s e el :!5-"‘
H o . . o1 « . ro T e N ,*., Y .y H I N
Do N b [EEAVTO KA NS ST PR NS AU RN PN §) . . i
rit.‘l;‘-w'v‘: T B TRAR
R LA S
.. . . : . o ~ e B N H Ll eg g i . -
b T O L A R S N PR AT S B LS TR TSR RES VRN O a
B TH A IS A
E . . St e O cpee ex e e
RIS e A He1endd ofie Lo i TSN
o1 . P . . T vy e -3 M . " L <
¢otentili o s s £ AT IR -1 T R TS RGN A
EC ST LISt ERR AN O S SURIN T 10 e $13 YRR E PRRNNR F RS B SR
S0 E i i it 0 T entod P
L Ceoad R L I E T UL I E o e
s 4 ' Lo . CoETT il ST A TR B SO S E L
N ST U ST SFUR ST SNSRI LRSS 9 P F IS LTVSRE 1D VARSI § S ATs U RRSERI S B
R R T
. = N : .. e A . « . . '
Lo b ; LR < R L P AT VR AN S SPZRN DS T L B £ :
3 R ! N . t
TP AR NIt TS S R 0 & L SR
’ N . . . TN P sy S I "l
o4 b ottt M)ESa MEF e i 2 T ot b o
~ B
!(}&lzul AR P,()"- ". 5v‘ N
. .
4
. . M PR N
. . . ot Lapte LN a b IR
) [ R 113 SO ik RS R LT P2 T } [ e L
LY
. . : » . -
', R RPN e ! A AN
DA . oo
feoL e " -'}’\”‘ ‘
.o ~ v
PR . '&-, £t 3.
. _ R + A1 A
+ ‘ k4 ~
SR TUETRARN O !
N
B O B T A T . v v
! [ v N ) >,\.’..\ NS
PRANEILS) & S N
ECRENER M MR S O A
a T Ty
- I L o
. . N
. . .
N ' ™ R N“\\ .
» . Ty




